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BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI CEH TAMIANG,

Menimbang :a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 avat

Mengingat

(5}, Pasal 97 avat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
i aksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014, pertu mengatur pembagian dan
penyaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian
dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi setiap
Kampung dalam Kabupaten Aceh Tamiang;

bahwa  Dberdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Aceh Tamiang tenta1 Tata Cara Pemberian dan
Penvaluran Alokasi Dana Kampung dan Alokasi Bagian
dari Haslil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran
2019;

Undang-Undang Nomeor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya. Kabupaten Gayo Lues,
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Rava dan
kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik [ndonesia Nomor 4176);



5.

10.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633};

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indone © Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Kepublik Indonesia Nomor . 387) sebagaimana
tel © diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun “7}15 tentang Perubahan Kedua
Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teniang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
fndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negat Republik Indi  sia No  ar 5679;

Peraturan Pemerinte” Nomor ~77 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan P erintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2C" 1 tentang T mpung {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 632 1};

Peraturan Menteri Dalam N eri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Mentert  Desa, Pembangunan  Dacrah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomwor 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan [Dana Desa Tahun 2020;

Peraturi  Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelotaan Keuangan Desa;

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009
tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Dacrah
kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Acch Tamiang
Namor 15);

11, Qanun,..



Menetapkan

11.

12.

13.

14,

Wl

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010
tentang Pokok-pokok Pengelolaan *~ uangan Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Teuuiang Tahun 2010
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh
1 miang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 4);

Qanun Kabupaten :eh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 (L “aran
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2019 Nomor 3};

Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 32 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Kampung berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;

Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 33 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;

. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019

tentang Penjabaran Anggaran "¢ ".patan dan Belanja
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Ar~zaran 2020;

MEMUTUSKAN :

: PER/ TJR/ T BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG TATA CARA

PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG
DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUS”
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB |
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;

Pemerintah  "abupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten adalah unsur penvelenggara
pemerintahan kabupaten yvang terdiri atas Bupati dan
Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.

Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
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12. Alokasi Dana Kampung, selanjutnyva disingkat ADK,
adal = dana perimbangan yang diterima Pemerintah
Kabupaten dalam Anggaran Pends itan dan Belanja
Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

13. Anggaran  Pendapatan dan Belamja Kampung, yang
selanjutnva  disingkat APHRKampung, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan kampung.

14. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat
menyimpan  uang Pemerintahan Kampung yang
menampung  seluruh penerimaan Kampung  dan
“unakan  untuk  membayar  seluruh  pengeluaran
Kampung pada Bank yang ditetapkan.

15. Penghasilan Tetap adalab jumlah penerima:  vang
diterima oleh Datok Penghulu, Tok Imam dan Perangkat
Kampung dari APBKampung setiap bulan.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud di  apkannya Peratu Bupati ini untuk

ntul he: -an ADK dan “lo° si Bagian dari Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019 vang diberikan
kepada Kampung dalam rangka mendukung pelaksanaan
penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemlerdayaan masyarakat kampung,

Pasal 3

Tuju:  penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah Tahun 2019 adalah :

a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan Kampung. pelaksanaan pembangunan,
pembinaan  kemasyarakatan dan  _ :mberdayaan

masyarakat Kampung sesuai dengan kewenangannya;

b. meningl kan kemampuan lembaga kemasyarakatan
Kampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai
dengan potensi Kampung:

c. meningkatkan pemerataan | :mbangunan, kesejahteraan,
kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha
bagi masyarakat Kampung;

d. mendorong  peningkatan  swadaya gotong royong
masyarakat; dan

e. meningkatkan kemandirian Kampung.
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BAB 11l
TATA CARA F7 MBAGIAN

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADK  dalam
APBK setiap tahun angg  n.

Pengalokasian ADK sebagaimana di iksud pada ayat (1)
paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana
perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pengalokasian ADK scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan mempertimbangkan:

a. kebutuhan penghasilan tetap Datok Penghulu dan
Perangkat Kampung;

b. kebutuhan biava operasional Pemerintah Kampung; dan

€. jumiah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,
dan Indeks kesulitan geografis Kampung.

{4) Biayva operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b ditetapkan berdasarkan perhitungan:

a. jumlah penduduk sampai dengan 1000 (seribu) jiwa,
biava operasional paling banyak sebesar Rp.
35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) per tahun;

b. jumlah penduduk 1001-3000 (seribu satu-tiga ribu)
jiwa, biaya operasional paling banyak sebesar Rp.
45.000.000 (cmpat puluh lima juta rupiah) per tahun;
dan

¢. Jumlah penduduk lebih dari 3000 (tiga ribu) jiwa,
biaya operasional | ‘ing banyak sebesar Rp.
50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per tahun.

Pertimbangan sebagaimana dim ~ ud pada ayat (3)

huruf ¢ ditetapkan secara proporsional berdasarkan

perhitungan:

a. 10% (dua puluh lima persentase) berdasarkan jumlah
penduduk;

b, 15% (tiga puluh lima persentase) berdasarkan luas
wilayah kampung;

c. 50% [sepuluh persentase) berdasarkan angka Kemiskinan;
dan

d. 25% (dua puluh lima persentase) berdasarkan Indeks
kesilitan geografis |

Pasal 5

ADK yvang diterima Kampung setiap tahun anggaran dihitung
dengan rumus schagai berikut :
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AF Desa ={{0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 *
Z4Y * AF Kab/Kota

Keterangan:

Al Desa - Alokas) Formula setiap Kampung

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kamp ¢
terhadap total penduduk Kampung
Kabupaten Aceh Tamiang

22 = rasio jumlah penduduk miskin  sctiap
Nampung terhadap total penduduk miskin

Kampung Kabupaten Aceh Tamiang

Z3 = 1 sio luas wilayah sctiap Kampung terhadap
total luas wilayah Kampung Kabupeten Acch
Tamiang

Z4 = rasio IKG sctiap Kampung terhadap IKG

Kampung Kabupaten Aceh Tamiang
AF Kab/Kota= Alokasi Formula Kabupeten Aceh Tamiang

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan Bagian dari
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah
Rampung dari realisasi pencrimaan hasil pajak daerah
dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

(2) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
berdasarkan ketentuan:

a. 60% [enam puluh persen) dibagi secara merata
kepada seluruh Kampung; " n

b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional
dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi
daerah dari wilayah Kampung yvang bersangkutan.

Pasal 7

Besaran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan
Retribusi  Daerah vang dibagikan kepada Kampung
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpise” ":an dari Peraturan ~ ape  ini.

BAB IV
PENYALURAN

Pasal 8
(1) Penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan
dart Rekening Kas Umum Kabupaten Kabupaten Aceh
Tamiang ke Rekening Kas Kampung.

(2] Penvaluran ...
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Penvaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan

Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap:

a. tahap | paling cepat bulan Januari dan paling lambat
minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh
persen); dan

b. tahap 1l paling cepat bulan Maret dan paling lambat
minggu keempat bulan Ju i scbesar 40% {emp
puluh persen).

¢. tahap Il paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua
puluh persen).

Pencairan ADK yang digunakan untuk penghasilan tetap
Datok Penghulu, Perangkat Kampung dan operasional
perkantoran dilakukan setiap bulan melalui Bendahara
Kampung.

ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah yang disalurkan kepada Pemerintah Kampung
merupakan bagian dari pendapatan kampung.

Pasal 9

Datok Penghulu melalui Camat mengajukan permochonan
penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan
Retribusi Dacrah kepada Bupati melalui Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan Dacrah Kabupaten Aceh Tarniang
dengan surat penganiar dari Kepala Dinas Pemberdavaan
Masyarakat dan kKampung, ..:mberdavaan Perempuan
¢ 1 Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang.

Permohionan sebagaimana dimaksud pada avat (1}

dengan melampirkan:

a. RKPKampung:

b, APBKampung; dan

c. Keputusan Datok Penghulu tentar | Penunjukan
Bendahara Kampung.

Kepala Dinas Pemberdavaan Masyarakat dan Kampung,
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga _orencana
Kabupatien Aceh Tamiang mencliti kesesualan antara
usulan rencana kegiatan dalam RKPKampung dengan
RPJM kampung.

[‘tll [ErirAaey b m
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Berdasarkan hasil penelittan sebagaimana dimaksud
pada ayat {3), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Kampung, Pemberdavaan Perempuan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Aceh T miang membuat surat
pengantar  untuk  Datok  Penghulu  menyampaikan
permohonan penyaluran ADK dan Alokasi Bagian dari
Ha 7 Pajak dan "ztribusi Daerah kepada Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
atau mengembalikannya kepada Datok Penghuiu untuk
disempurnakan.

Bupati dapat menunda penyvaluran ADK dan Alokasi
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi
Kampung vang tidak mmemenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat {2).

BAB V
PERENCANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Rencana penggunaan ADK dan Alokasi Bagian dari Hasi!
t ak dan Retribusi Daerah dibahas dalam musyawarah
perenc 1aan pembangunan Kampung.

Pelaksanaan musvawar ° per anaan pembangunan
" mpung bertuwjuan agar penggunaan ADT dan Al Y asi
~wgian dari Hasil Pajak dan & ribusi Daerah didasarkan
atas proses perencanaan partisipatif.

Musyawarah percncanaan pembangunan Kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
m ibatkan [ ok Pengk "1, Perangkat Kampung,
Anggota MDSK, lLembaga Kemasyarakatan Kampung,
dan t * oh masyvarakat.

Fiasil musyawarah perencanaan pembangunan Kampung
dituangkan dalam usulan RKPKampung.

RKPKampung sebagaimana dimaksud pada avat (4)
ditetapkan dengan Qanun kampung.

Pasal 11

Semua pengeluaran Kampung harus didukung oleh bukti
vang lengkap dan sah.

Pengeluaran Kampung vang mengakibatkan beban APB
kampung tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan
Qanun Kampung tentang APBKampung ditetapkan
menjadi Qanun Kampung.

(“I\ L P
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(3) Pengeluaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat
mengikat dan op isional perkantor: yang ditetapkan
dalam Peraturan Datok Penghulu.

Pasal 12

(1) C; 1t mengkoordr Datok Penghulu enyampaikan
laporan realisast penggunaan dana ADK dan Alokasi
Bag 1 dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada
Bupati melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Kabupaten

¢h Tamiang.

(2) Penyampaian laporan re ' asi penggunaan dana ADK
dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan:

a. tahap | paling paling lama minggu ketiga b1 * n Juni;

b. tahap 1l paling lama minggu keempat bulan Juni;

¢. tahap [l paling lama minggu kedua bulan Februari
tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setinp orang dapat mengetahui, ‘merintahkan

pengundangan Peraturan Bupali ini dalant Berita Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang,

Ditetapkan di Karang Baru

PR DI T Te ey NN WA

Diundangkan di karang Baru

pada tanggal,2 Dancici 2020
6 rad! Aval 1441

SEKRETARIS DAERAII
KABUPATEN # "vH TAMIANG

B¢

BERITA DAExAnR napurai ki ACEH TAMIANG TAHUN 2020 NOMOR .2,





